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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN                                  P U T U S A N

Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Batulicin  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

kumulasi isbat nikah dan cerai talak antara :

Nama pemohon, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

M e l a w a n

Nama Termohon, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Juni

2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin  dengan

register  Nomor  318/Pdt.G/2018/PA.Blcn,  tanggal  05  Juni  2018  telah

mengajukan perkara kumulasi antara isbat nikah dengan cerai talak terhadap

Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2004, Pemohon melangsungkan pernikahan

dengan  Termohon  menurut  agama Islam di  hadapan  seorang penghulu

yang  bernama  MASTUR  di  Kelurahan  Tungkaran  Pangeran,  Kecamatan

Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan wali nikah

kakak ipar dari Pemohon yang bernama RUSDI SULAIMAN dan disaksikan

2  (dua) orang  saksi  masing-masing  bernama  SARKANI  dan  MIRHAN

dengan mas kawin berupa uang sejumlah  Rp 4.500 (empat ribu lima ratus

rupiah);

Halaman 1 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon

berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda siri dari pernikahan siri;

4.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  antara  Pemohon   dengan  Termohon   tidak  ada  pertalian  nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut

ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;

5.----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak sekarang

kedua anak ikut Pemohon;

6.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon  dengan  Termohon tersebut dan

selama itu pula Pemohon dengan Termohon  tetap beragama Islam;

7.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  mengambil  tempat

kediaman  di  rumah  kontrakan  di  Desa  Gunung  Besar sebagai  tempat

kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

8.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon  tidak mempunyai kutipan

akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor

Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Simpang  Empat, Kabupaten  Tanah

Bumbu dengan alasan  petugas  yang  dimintakan  bantuan  oleh  Pemohon

ternyata  lalai  tidak  mendaftarkan  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang;

9.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sementara saat  ini  Pemohon  membutuhkan  Kutipan  Akta Nikah tersebut

untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan

Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah; 
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10.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun

dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2010 keadaan rumah tangga

Pemohon  dengan  Termohon  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon  dengan Termohon  yang

terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

11.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon  dikarenakan  Termohon  bersikap  boros  dan  sering  berhutang

kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohonlah

yang harus melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;

12.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan  Termohon   tersebut  terjadi  pada  bulan  Agustus  2016,  yang

akibatnya antara Pemohon  dengan Termohon telah pisah rumah kurang

lebih  10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Termohon; 

13.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

dipertahankan lagi;

14.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan  dan  mendamaikan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

15.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Batulicin  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  (Nama  pemohon)  dengan

Termohon (Nama Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal  20 Januari

2004 di  Desa  Gunung  Besar, Kecamatan  Simpang  Empat, Kabupaten

Tanah Bumbu;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu  Raj’i  terhadap  Termohon  (Nama  Termohon)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Batulicin;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan  yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap  atau  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  tanpa

alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

menghadap di persidangan; 

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon  untuk tetap

bersabar  dan  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  namun  tidak

berhasil,  kemudian  dibacakanlah  surat  permohonan  Pemohon  yang  isinya

dirubah  oleh  Pemohon  secara  lisan  bahwa  pernikahan  Pemohon  dengan

Termohon adalah pada tanggal 20 Januari 2000 dan yang menjadi wali nikah

Termohon  adalah  ayah  kandung  Termohon  yang  bernama  HAMDAN,

sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah RUSDI SULAIMAN dan SARKANI,

serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa,  untuk  meneguhkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan bukti  surat berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor

xxxxxxxxxxxxxxxxx atas  nama  xxxxxxDI  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11

Maret 2013, bukti (P-1);
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2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxx yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu, pada

tanggal 18 Mei 2011, bukti (P-2);

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Suami  Isteri  Nomor

472/256/KL-TP/PM-KESSOS/XI/2017  yang  dikeluarkan  oleh  Lurah

Tungkaran  Pangeran,  Kecamatan  Simpang  Empat,  Kabupaten  Tanah

Bumbu, pada tanggal 04 Juni 2018,  bukti (P-3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai dibuat pada tanggal

06 April 2018 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas meterai

6000  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  dan  diketahui  oleh  Sekretaris  Lurah

Tungkaran  Pangeran,  Kecamatan  Simpang  Empat,  Kabupaten  Tanah

Bumbu,          bukti (P-4);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga

telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut : 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

SAKSI  1,  di  depan  sidang  saksi  tersebut  menerangkan  dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon

sebab saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa,  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri

menikah  sekitar  20  (dua  puluh)  tahun  yang  lalu,  dilaksanakan  di

Kelurahan  Tungkaran  Pangeran,  Kecamatan  Simpang  Empat,

Kabupaten  Tanah  Bumbu,  di  hadapan  seorang  penghulu  bernama

MASTUR;

- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi

hadir, namun saksi lupa walinikahnya dan saksi juga tidak mengetahui

saksi nikah dan maskawinya;

- Bahwa,  ketika  Pemohon  dan  Termohon  menikah,

Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai

siri;
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- Bahwa antara  Pemohon dengan Termohon tidak  ada

hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan

pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

- Bahwa,  setelah  menikah  antara  Pemohon  dengan

Termohon  tinggal  di  rumah kontrakan di  Desa  Gunung Besar  hingga

terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa,  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  4  (empat)  tahun  yang  lalu  rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  mulai  tidak  rukun  dan

harmonis  lagi  kerena  saksi  pernah  melihat  antara  Pemohon  dengan

Termohon bertengkar;

- Bahwa  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai sifat yang boros,

sering  berhutang  kepada  orang  lain  tanpa  sepengetahuan  Pemohon

sehingga Pemohon yang harus melunasi  hutang Termohon,  selain  itu

Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang tidak

diketahui identitasnya dan diketahui dari pesan singkat/sms mesra pada

telepon  milik  Termohon,  bahkan  kini  Termohon  telah  menikah  lagi

dengan pria lain kurang lebih 2 (dua) tahun lalu dan telah mempunyai

anak; 

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, yang meninggalkan tempat

kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Pemohon agar

rukun kembali dengan Termohon;
2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

SAKSI  2,  di  depan  sidang  saksi  tersebut  menerangkan  dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon

sebab saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri

menikah  sekitar  bulan  Juli  tahun  2000,  dilaksanakan  di  Kelurahan

Tungkaran  Pangeran,  Kecamatan  Simpang  Empat,  Kabupaten  Tanah

Bumbu, di hadapan seorang penghulu bernama MASTUR;

- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi

tidak hadir, namun saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah

kandung  Termohon  bernama  HAMDAN,  sedangkan  saksi  tidak

mengetahui saksi nikah dan maskawinya;

- Bahwa,  ketika  Pemohon  dan  Termohon  menikah,

Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai

siri dari pernikahan siri juga;

- Bahwa antara  Pemohon dengan Termohon tidak  ada

hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan

pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

- Bahwa,  setelah  menikah  antara  Pemohon  dengan

Termohon  tinggal  di  rumah kontrakan di  Desa  Gunung Besar  hingga

terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa,  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  4  (empat)  tahun  yang  lalu  rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  mulai  tidak  rukun  dan

harmonis  lagi  kerena  saksi  sering  melihat  antara  Pemohon  dengan

Termohon bertengkar;

- Bahwa  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon adalah Termohon merupakan orang yang tidak

taat  kepada  Pemohon,  sering  menentang  dan  membantah  nasihat

Pemohon,  selain  itu  Termohon  mempunyai  sifat  yang  boros,  sering

berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga

Pemohon yang harus melunasi hutang Termohon; 
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- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, yang meninggalkan tempat

kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Pemohon agar

rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa,  Pemohon telah  menyampaikan kesimpulan secara  lisan yang

pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan; 

Bahwa, selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian putusan ini ditunjuk

hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan dalam hal  perceraian antara orang-orang yang beragama Islam,

maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  pertama dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  menjadi  kewenangan  absolut

Pengadilan Agama;

Menimbang,  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P-1)  dan  relaas

(surat  panggilan)  kepada Termohon terbukti  bahwa Pemohon dan Termohon

berdomisili  di  wilayah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  yang  merupakan  wilayah

yurisdiksi  Pengadilan Agama Batulicin,  maka berdasarkan Pasal  66 ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  pertama  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini

menjadi kewenangan relatif  Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai

wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
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sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang

menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  pertama  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,

majelis  hakim  telah  berupaya  menasihati  pihak  berperkara  namun  tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara

ini  tidak hadir,  maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan

kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai talak;

Menimbang,  bahwa  kumulasi  permohonan  atau  samenvoeging

vanvordering pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum

positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu permohonan,

oleh karenanya apabila penggabungan permohonan dianggap dapat membantu

kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan

beracara  berdasarkan asas  processdoelmatigheid  penggabungan dapat  saja

dilakukan asal terdapat  innerlijke samenhangen atau koneksitas erat di antara

subyek maupun obyek dalam permohonan-permohonan tersebut;

Menimbang,  bahwa  kumulasi  obyektif  yang  diajukan  oleh  Pemohon

tersebut  sudah  tepat  oleh  karena  keduanya  memiliki  koneksitas  hubungan

hukum yang sangat erat sehinga pemeriksaan perkara akan berjalan secara

efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan

biaya ringan;

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan  memeriksa

keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)

Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,

terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Pemohon mengajukan dalil-

dalil  dengan  perubahan  secara  lisan  di  persidangan  yang  pada  pokoknya

bahwa  pada  tanggal  20 Januari  2000 Pemohon melangsungkan pernikahan

dengan  Termohon di  Kelurahan  Tungkaran  Pangeran,  Kecamatan  Simpang

Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon

berstatus  jejaka dan Termohon berstatus  janda cerai siri dari pernikahan siri,

kemudian pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung

Termohon  yang  bernama HAMDAN,  dengan  disaksikan oleh  2  (dua)  orang

saksi masing-masing bernama RUSDI SULAIMAN dan SARKANI dan dengan

mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara

antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah (mahram), sesusuan

ataupun mushaharah;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh

Pemohon sebelum ada jawaban dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan

Pasal  127  Rv  perubahan  surat  permohonan  yang  dilakukan  oleh  Pemohon

tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, sehingga

perubahan surat  permohonan yang  dilakukan oleh  Pemohon tersebut  dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi dan patut

akan tetapi  tidak  datang  menghadap harus dinyatakan tidak  hadir dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  maka  putusan  atas  perkara  ini

dapat dijatuhkan tanpa  hadirnya Termohon (verstek);
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonan  isbat

nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti (P-2) dan (P-3) serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P-2)  dan  (P-3)  telah  nyata

terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup dalam satu keluarga

dengan Pemohon sebagai kepala keluarga dan telah diakui oleh masyarakat

setempat sebagai pasangan suami istri; 

Menimbang,  bahwa  kedua saksi Pemohon sudah dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal

172 R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  para saksi Pemohon mengenai  dalil-

dalil permohonannya adalah  fakta  yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil

yang harus  dibuktikan oleh  Pemohon,  oleh  karena  itu   keterangan  saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana telah  diatur  dalam

Pasal  308   R.Bg.   sehingga   keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  Pemohon yang

dikuatkan  dengan  keterangan  saksi-saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan

fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  20  Januari  2000 Pemohon

melangsungkan  pernikahan  dengan  Termohon di  rumah  di  Kelurahan

Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu

dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus  jejaka dan Termohon

berstatus  janda  cerai  siri  dari  pernikahan  siri,  pernikahan  tersebut

dilangsungkan  dengan  wali  nikah ayah  kandung  Termohon  yang  bernama

HAMDAN,  dengan  disaksikan oleh  2  (dua)  orang  saksi  masing-masing

bernama RUSDI SULAIMAN dan SARKANI dan dengan mas kawin  berupa

uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara antara  Pemohon
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dan  Termohon  tidak  ada  hubungan  darah (mahram),  sesusuan  ataupun

mushaharah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas,  maka

telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat

dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada

larangan  untuk  menikah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  39  sampai  dengan

Pasal  44 Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta-fakta  persidangan di  atas  juga,

Majelis Hakim perlu mengetengahkan  pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam

kitab  Ushul  al-Fiqhi halaman 930 yang selanjutnya diambil  alih  oleh Majelis

Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

ززوجيّــّـة شهد فلان زوجة فلانة عرف من بال

إانتهائها على دليل له يقم لم دام ما
Artinya: “Barang  siapa  yang  mengetahui bahwa sesorang perempuan

itu  sebagai   istri  seorang  laki-laki  maka  disaksikan/dihukumi  masih  tetap

adanya  hubungan  suami-istri  selama tidak  ada  bukti  yang menentukan lain

(putusnya nikah)”;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pernikahan  tersebut  dilaksanakan

menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

isbat  nikah  ini  diperlukan  untuk  mengurus  perceraian,  maka  berdasarkan

ketentuan Pasal  7  ayat  (1)  Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi  Hukum  Islam,  permohonan  isbat  nikah  Pemohon  patut  untuk

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas,  maka  permohonan  Pemohon  pada  petitum  point  2 patut  untuk

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan tersebut di  atas  maka

antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,
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sehingga  harus  dinyatakan  Pemohon  mempunyai  kedudukan  hukum  (legal

standing) untuk melakukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa Pemohon dalam surat  permohonannya  mengenai

perceraian telah mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya,

Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (P-4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) telah nyata terbukti bahwa antara

Pemohon dan Termohon telah membuat Surat Pernyataan Cerai setelah melalui

proses musyawarah;

Menimbang,  bahwa  kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal

172 R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  para saksi Pemohon mengenai  dalil-

dalil permohonannya adalah  fakta  yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil

yang harus  dibuktikan oleh  Pemohon,  oleh  karena  itu   keterangan  saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana telah  diatur  dalam

Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang

didukung dengan bukti-bukti  Pemohon,   maka  terungkap fakta-fakta  dalam

persidangan sebagai berikut:

- Bahwa,  Pemohon  dan  Termohon  telah  terikat  dalam

hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2010 rumah tangga Pemohon dengan

Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa,  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Pemohon dengan Termohon adalah Termohon mempunyai sifat yang boros,

sering  berhutang  kepada  orang  lain  tanpa  sepengetahuan  Pemohon

sehingga Pemohon yang harus melunasi  hutang Termohon, selain itu kini
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Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai anak

dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa,  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

pisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  6  (enam)  bulan,  yang

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa,  Pemohon  sudah  dinasihati  untuk  bersabar,

namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak

terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  oleh  Termohon  mempunyai  sifat  yang

boros,  sering  berhutang  kepada  orang  lain  tanpa  sepengetahuan  Pemohon

sehingga  Pemohon  yang  harus  melunasi  hutang  Termohon,  selain  itu  kini

Termohon  telah  menikah  dengan  laki-laki  lain  bahkan  telah  dikaruniai  anak

dengan  laki-laki  tersebut  bahkan  telah  terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama

kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga tidak mungkin dapat  tercapai  rumah

tangga seperti  yang dimaksud dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni

membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  2  dan

Pasal  3  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum

Islam yakni  membentuk  rumah  tangga  (keluarga)  yang  kekal  dan  bahagia

(sakinah,  mawaddah  wa rahmah),  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat,

perkawinan  Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage);

Men im ban g, bahwa  den gan  me ru ju k yurisp ru den si pa da Putus an Mahka mah  Agu ng R epub lik  Ind one sia Nomo r 237 /K /A G/19 98 , ta ngg al 17  Ma re t 1999  yang  men gand ung  abs tra k hu kum , bah wa  berse lis ih , cekc ok , hidup  be rp isah , tida k da la m  satu  te mp at ke diam an bersa ma , salah  sa tu  p iha k tida k bernia t un tu k me ne ru skan  keh id upa n be rs am a de ngan  piha k la in , ha l itu  adalah  me ru pak an fa kta  huku m ya ng cukup  un tu k a la san  dalam  su atu perce ra ian  sesu ai de ngan  ma ksud  Pas al 19  hu ru f (f)  Pe ra turan  Pe me rin tah  Nomo r 9  Ta hun  197 5;

Me nimb ang , bah wa denga n de mik ia n pe rm oh onan  Pem ohon  te la h be ra las an hu kum , ses ua i denga n ke te n tu an Pasa l 19 hu ru f (f) Pe ra tu ra n Peme rin ta h No mo r 9 Tah un 1975  te n ta ng  Pelak sana an Unda ng -Undan g No mo r 1 T ahun  1974  te n ta ng  Perka wina n jo . P asa l 116  huru f (f) In s tru ks i Pres id en  Nom or 1  ta hun  199 1 ten tang  Ko mp ila si H ukum  Is la m da n se sua i pula  deng an firm an  Allah  da la m Sura t Al-Ba qa ra h ay at 227 ya ng berbu ny i:

للي  عع عع  لمي عس عه  لل ل لن  لإ عف عق  لعل لط اا ٱل ممو عز عع لإنٱ  معو  ٢٢٧ن
A rtin ya  : ”Da n jika  me reka  te la h be ra za m (be rke te tapa n ha ti) un tuk  ta lak , mak a se sung guhn ya A lla h Maha  Men deng ar lag i Ma ha Meng etahu i”;

Men im ban g, bahwa  be rd asa rk an  pertim ban gan -pertim ban gan  te rse bu t  di a ta s, maka  sesu ai de ngan  ke te ntua n Pa sal 70 aya t (1 ) Und ang -Unda ng Nomo r 7 Tah un 1989   te n ta ng Perad ila n Agam a se baga iman a te la h diubah  pe rta ma  de ngan  Und ang -Unda ng N omo r 3 Tah un  2006   dan  pe ru bah an kedua  den gan  Unda ng -Undan g No mo r 50 Tah un  2009  pe rm oh onan  Pe moho n un tu k men ja tu hka n ta la k te rhad ap Te rmo hon  patu t un tu k d ik abu lk an;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas,  maka  permohonan  Pemohon  pada  petitum  point  3 patut  untuk

dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Men im ban g, bahwa  o leh  ka re na Te rmo hon  tid ak  had ir d i pers id anga n tan pa alasan  yan g sa h, m esk ip un penga dilan  te lah  me mang gilny a sec ara  re sm i dan  pa tu t, se lain  itu  pe rmo hona n Pe moho n te la h bera la san  huku m, m aka  sesu ai de ngan  Pas al 14 9 aya t (1 ) R .B g., perka ra  in i dipu tu s seca ra  ve rs tek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam

hal  perceraian, maka sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama  sebagaimana telah

diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009 dan  ketentuan  hukum  lain  serta  hukum  syar’i  yang  berkaitan

dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  bahwa  Termohon  yang  telah  dipanggil

secara resmi dan  patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  seluruhnya

secara verstek;

3. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  (Nama

pemohon) dengan Termohon (Nama Termohon) yang dilaksanakan pada

tanggal  20 Januari  2000 di  Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan

Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Memberi izin kepada Pemohon (Nama pemohon) untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan

sidang Pengadilan Agama Batulicin; 

5. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar

biaya  perkara  sejumlah Rp451.000,-  (empat ratus  lima puluh  satu  ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim di  Pengadilan Agama Batulicin ada hari  Selasa  tanggal  24 Juli  2018

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  11  Dzulqaidah  1439  Hijriah  oleh  kami
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M.  SYAEFUDDIN,  S.H.I.,  M.Sy. sebagai  Ketua  Majelis,  ROFIK  SAMSUL

HIDAYAT,  S.H. dan  KHALISHATUN  NISA,  S.H.I.,  M.H.,  masing-masing

sebagai   Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada  hari  itu juga oleh

Ketua  Majelis  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dengan  didampingi  oleh

Hakim-Hakim  Anggota  serta  dibantu  oleh  KHOMSIATUN  MAISAROH,  S.H.

sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon  tanpa  hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,    Hakim Anggota,

          ttd                                                                            ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.                 KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp    30.000,-
2. Biaya Proses         Rp    50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp  360.000,-
4. Biaya Redaksi Rp      5.000,-
5. Biaya Meterai                Rp      6.000,-

Jumlah Rp  451.000,- 
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 24 Juli 2018
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA
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